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bahwa berdasarkan Peraturan Gubemtir : Nomor 64 Coln




Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d dan
huruf e maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 64
Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat;

Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Timur {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1106);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembarc«in Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402j;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG- PERUBAHAN ATAS?“**
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 64 TAHUN 2019 TENTANG. .
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN‘FUNGsrTQ f
SERTA TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAE’RAH;_ S

_3.

Peraturan Menten Dalam Negerl Nomor 5 Tahun 2017 '

tentang Pedoman Nomenklatur: Perangkat Daerah’

Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksarzakan o
Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemer intahan
(Berita Negara Republik  Indonesia™ Tahun 2017 Nomor
197); -

Peraturan Mentem Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 -
Tentang  Klasifikasi, Kodefikasi = dan = Nomenklatur =
Perencanaan Pemb&ngunan dan . Keuangan ‘Daerah
(Berita Negara Republik Indonesza ‘Tahun" 2019 Nomoz -
1447,

Peraturan Menteri Daam Negeri Nomor 7’7 Tahun 2020 -

Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negam Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor : SR

1781);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang o
Pembentukan -dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantafn

Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah’ .~ - .

Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana’ telah. = =
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019~ 7%

tentang Perubahan Atas Peraturan. Daerah Nomor 8 . . - =
Tahun 2016 = tentang Pembentukan —dan’ ‘Susunan ~ -~
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran = .
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor =« e
11, Tambahan Lembaran Daerah onvms1 Kahmantanif

Barat Nomor 9}

Peraturan = Gubernur Nomor 64 Tahu,n 2019':'{-tenta:ngf"_'_ : _:_:"
Kedudukan, Susunan Orgamsas1 Tugas dan Fungsi; - .

serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah =

Provinsi Kalimantan  Barat - (Berita Daerah Promnszf

Kalimantan Bal at Tahun 2019 Nomor 65)

MEMUTUSI{AN

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahxm 2019_{ i o
Susunan Orgamsasz Tugas dan Fungsz serta Tata Kerja =
Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kahmantan Barat’ (Benta Daerah: i

tentang Kedudukan,

Pasal 1

Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 65} dmbah sebacral bemkut

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehzngga berbunyl sebagaz berlkut

(1) Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah tmdm cian i

Pasal 5

a. Kepala Badan;
b. Sekretariat;
c. Bidang Anggaran;
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Bidang Perbendaharaan;
Bidang Akuntansi dan Pe}aporan
Bidang Perencanaan, Penatausahaan dan Pemanfaatan Aset; -

Bidang Pengamanan, Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset;
dan :

h. Unit Pelaksana Telnis.

W e o

(2) Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagalmaﬂa i

tercantum dalam Lampuan yang merupakan bagian tidak terplsahkan
dari Peraturan Gubernur ini,

Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;
Pasal 26

Sub Bidang Bina Keuangarn Kabupaten/Kota Sebagaimana dlmaksud _
dalam Pasal 21 ayat (1) huruf ¢, mempunyai tugas mengumptﬂ dan .
mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bldang bina keuangan

kabupaten/kota yang mehputl evaluasi APBD, . APBDP " dan -evaluasi o
pertanggungjawaban pelak sanaan APBD . Kabupaien/Kota s_erta SR :

mengendalikan pelaksanaan keg1atan sesuai tugas dan fungsmya

Ketentuan Pasal 27 huruf ¢ dzubah sehingga berbuny1 sebagm bez ﬂmt
Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana d1maksud dalam Pasal 26 Sub e I

Bidang Bina Keuangan Kabupaten/Kota mempunyai fung31 '

a. penyusunan rencana kerja di = Sub B1dang Bma :' ;5_ Kéuailgai‘zj Lo

Kabupaten/Kota;

b. pengumpulan, pengoiahan bahan dan perumusan kebljal{an tekms di Lo

bidang bina keuangan dan evaluasi APBD Kabupaten/}{ota

c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di | bidang bina - keuemgaﬂ,- F _. : -
evaluasi APBD, APBDP dan evaluasi peitanggung;awaban peiaksanaan el

APBD Kabupaten/Kota; . _ :
d. pelaksanaan unsur penunjang urusan pemermtahan bzd&mg keuangan'- '

pada bina keuangan dan evaluasi APBD- Ka‘bupaten/Kota sesual' _ S

ketentuan peraturan perundang undangan

e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas darl f ungs1 : '_ .

di bidang bina keuangan dan evaluasi APBD Kabupaien/Kota,

f.  pemberian saran dan pertzmbangan kepada kepa}a b1dang berkel’laan B

dengan tugas dan fungsi ch bidang bina- keuangan dan- evaiuasz APBD i
Kabupaten/Kota; '

o

APBD Kabupaten/Kota; dan

pelaksanaan monitoring, eva}uaSI dan penyusunan Iaporan ierhadap ; '_ S S
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang bina keuangan dan evaluasx Ll

h. pelaksanaan tugas lain di bidang bina keuaﬂgan Kabupaten/Kota yang | R

diserahkan oleh Kepala B}dang
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4. Ketentuan Pasal 29 diubah, sefhingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan
merumuskan kebijakan teknis di bidang perbendaharaan wilayah I,
perbendaharaan wilayah 1I,’ dan perbendaharaan wilayah 11 serta
bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh Kegiatan pelayanan
dan administrasi di bidang perbendaharaan.

5. Ketentuan Pasal 30 huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: -

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas ;'sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29,
Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi :

a.
b.

penyusunan program kerja di Bidang Perbendaharaan;

penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang
perbendaharaan wilayah I;

penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis  di : bidang: -
perbendaharaan wilayah II; :

penyiapan bahan dan perumusan kebijakan telmi's i bidang
perbendaharaan wilayah I; o

pengkoordinasian di bldang perbendaharaan;

pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan f ungs; di

bidang perbendaharaan sesual ketentuan peraturan - perundang-
undangan, .

penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemeriritahan ‘ bidahg' -

keuangan pada perbendaharaan sesuai ketentuan perami’*an_ .
perundang-undangan,; '

penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi- ch bidang EEEE
perbendaharaan sesuai ketentuan peraturan perundanguundangan ARREEEI

pemberian saran dan pertimbangan kepada - kepala Badan berkenaan' )
dengan tugas dan fungsi di bidang perbendaharaan; :

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di B
bidang perbendaharaan; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala . Badan di bldang'
perbendaharaan sesuai ke‘::entuan peraturan perundemg«undangan _

6. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf ¢ diubah, sehingga bez"bunjzi Sebagai
berikut: 5 o

Pasal 31

(1) Bidang Perbendaharaan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 28,

(2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dlpzmpm oleh

membawahi:

a. Sub Bidang Perbendaharaan Wilayah I

b. Sub Bidang Perbendaharaan Wilayah II; dan
c. Sub Bidang Perbendaharaan Wilayah III.

seorang Kepala Sub Bidang yang |berada di- bawah “dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan.

KARD PERANGHAT DASRAY | soceven g -
}mi{m’i PEMRARAREA
ok

R / e B




7.

10.

-6-
Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Sub Bidang Perbendaharaan Wilayah IlI sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 ayat (1) huruf ¢, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah
bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perbendaharaan wilayah 1II
serta mengendalikan pelalksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Sub
Bidang Perbendaharaan Wilayah Il mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja di Sub Bidang Perbendaharaan Wilayah 111;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis
di bidang perbendaharaan wilayah II;

c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang perbendaharaan
wilayah I1I; '

d. pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang
perbendaharaan wilayah Il sesuai peraturan perundang-undangan;

e. pengendalian dan pengaweisan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi
di bidang perbendaharaan wilayah II;

f.  pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang perbendaharaan wilayah IIT; -

g pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap' :
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perbendaharaan wilayah 1IE
dan

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang perbendaharaan wilayah I yang
diserahkan oleh Kepala Bidang _

Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
. Pasal 39

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan .bahaﬁ_". -

dan merumuskan kebijakan teknis di bidang akuntansi dan pelaporan
wilayah I, akuntansi dan pelaporan wilayah I, akuntansi dan" pelaporan

wilayah I, pelaporan pendapatan dan belanja penyusunan- laporan -

keuangan daerah, penyusunan pertanggungjawaban APBD  serta
bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan'
dan administrasi di bidang akuntansl dan pelaporan.

Ketentuan Pasal 40 huruf g diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
. Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39,
Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja di Bidang Akuntansi dan Pelaporan; |

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang akuntansi- .
dan pelaporan wilayah [;
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¢c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di b}dang akuntansz |
dan pelaporan wilayah 1I;

d. penyiapan bahan dan peruémusan kebijakan teknis di bidang akuntansi
dan pelaporan wilayah III; °

pengkoeordinasian di bidang akuntansi dan pelaporan;

f.  pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
bidang akuntansi dan ' pelaporan sesuai ketentuan  peraturan
perundang-undangan;

g penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan @ bidang -
keuangan pada akuntansi dan pelaporan, penyusunan - Iapora'n _
keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan

h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi’ ch bldang :
akuntansi dan pelaporan - sesuai ketentuan peraturan perundang—.
undangan;

i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang akuntansi dan pelapoz ar;

j.  pelaksanaan evaluasi dem pelaporan terhadap pelaksanaan tugas ch
bidang akuntansi dan pe}aporan dan :

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan -oleh Kepala. Badan d1 bidang -
akuntansi dan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundaﬁg« =
undangan. _

Ketentuan Pasal 42 diubah, sehmgga berbunyi sebagai bemkut
Pasal 42

Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Wilayah I sebagalmana dlmaksud-:._ o

dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas’ mengumpul dan
mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang skuntansi dan

pelaporan wilayah [, meniy/usun Iaporan keuangan daerah serta‘ -

mengendalikan pelaksanaan kfegiatan sesuai tugas dan f ungsmya :

Ketentuan Pasal 43 diubah, sehmgga berbunyi sebagai benku‘t
- Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Sub SR

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Wilayah I mempunyai f ungsi :

a penyusunan rencana kerja di Sub Bidang Akuntansz darl Peﬁiaporan: f : .

Wilayah T;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan peiumusan kebigakan tekms ch'_._ e
bidang akuntansi dan pelaporan belanja wilayah 1, serta’ penyusunam o

laporan keuangan daerah; _ _
¢. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bzdang akuntana dan' o

pelaporan belanja wﬂayah I, serta penyusunan laporan keuangan_ N

daerah;

d. pelaksanaan unsur penunjang urusan pememntahan b}dang k:euangan‘_: : S
pada akuntansi dan pelaporan belanja wilayah I, serta penyusunan- - .
laporan k euangan daerah sesuai ketentuan pera*i:mar} perundanﬁ«_'_ .

undangan, _ _
e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tug,as dari fungsz- o

di bidang akuntansi dan pelaporan belanja wilayah 1, serta penyusunan- S

laporan keuangan daerah;
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f.  pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan

dengan tugas dan fungsi di bidang akuntansi dan pelaporan belanja
wilayah I, serta penyusunan laporan keuangan daerah;

g pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan  terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang akuntansi dan pelaporan
belanja wilayah I, serta penyusunan laporan keuangan daerah; dan

h. pelaksanaan tugas lain di bidang akuntansi dan pelaporan belan ja
wilayah I yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 44

Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Wilayah I sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 41 ayat (1} huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan
mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang akuntansi dan
pelaporan wilayah 1II, menyusun laporan keuangan daerah serta
mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Sub
Bidang Akuntansi dan Pelaporan Wilayah I mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja di Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan
Wilayah II;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di
bidang akuntansi dan pelaporan belanja wilayah II, serta penyusunan
laporan keuangan daerah;

c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang akuntansi dan
pelaporan belanja wilayah II, serta penyusunan laporan keuangan
daerah;

d. pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan
pada akuntansi dan pelaporan belanja wilayah II, serta penyusunan
laporan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi
di bidang akuntansi dan pelaporan belanja wilayah II, serta
penyusunan laporan keuangan daerah;

f pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang akuntansi dan pelaporan belanja
wilayah I, serta penyusunan laporan keuangan daerah;

g pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang akuntansi dan pelaporan
belanja wilayah 11, serta penyusunan laporan keuangan daerah; dan

h. pelaksanaan tugas lain di bidang akuntansi dan pelaporan belanja
wilayah II yang diserahkan oleh Kepala Bidang.
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Ketentuan Pasal 46 diubah, séhingga berbunyi sebagai b@rilﬂlt;

Pasal 46

Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Wilayah HI sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpul dan
mengojah bahan perumusal kebijakan teknis di bidang akuntansi dan
pelaporan wilayah III, Menyusun laporan keuangan daerah serta
mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal47

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Sub
Bidang Akuntansi dan Pelaporan Wilayah III mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kefja di Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan
Wilayah III;

b, pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di

bidang akuntansi dan pelaporan belanja wilayah 111, serta penyusunan
laporan keuangan daerah;

c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang akuntansi dan
pelaporan belanja wilayah 1II, serta penyusunan laporan keuangan
daerah;

d. pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan
pada akuntansi dan pelaporan belanja wilayah Ill, serta penyusunan
laporan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan,

e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi
di bidang akuntansi dan pelaporan belanja wilayah III, serta
penyusunan laporan keuangan daerah;

f.  pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan
dengan tugas da fungsi di bidang akuntansi dan pelaporan belanja
wilayah Ill, serta penyUsunan laporan keuangan daerah;

g pelaksafaan  monitoring dan penyusunan laporan  terhadap
pelaksanaan tUgas dan fungsi di bidang akuntansi dan pelaporan
belanja wilayah III, serta penyusunan laporan keuangan daerah; dan

h. pelaksanaan tugas lai' di bidang akuntansi dan pelaporan belanja
wilayah Ill yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

KetentUan Bagia Kesebelas dan Pasal 70 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Bagian Kesebelas

Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 70

(1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab secara  langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki
keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan
jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kelompok Jabatan fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan
fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(3} Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional - dzietapkan sesuaz ketemuan

peraturan perundang-undangan

18. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehmgga berbunyi sebaga:l berlkut _'
Pasal 71 - '

(1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh- Gubemur dam Pegawal:': o

ASN yang memenuhi persyaratan - sesuai ketentuan peratua an
perundang-undangan. _ _

(2) Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsmnai d1angkat dam Pegawa1 '_
ASN  yang memenuhi persyara'tan sesuai ketentuan peraturan v

perundang-undangan,

(3) Pengangkatan dalam Jabaian di lmgkungan Badan memperhaukan' S -
syarat dan kompetensi 3abatan sesuai I{etentuan peraturan perundaﬁg— : e o

undangan.

(4) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karlr masa jabatan bagz - | ._
Pegawai ASN dalam suatu - jabatan d1sesua1kan dengan ketentu&'n R e

peraturan perundang-undangan.

(5) Formasi Pegawai ASN di lingkungan Badan dlsusun sesuaz ketentuan : e

peraturan perundang- undangan

19. Diantara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan 1 (satu) Pasaj yakm Pasal 7 1 A
sehingga berbunyi sebagai berzkut

- Pasal 71 A

(1} Pengangkatan melalui penyetaraem Jabatan Admzmsh asi ke dal&m
Jabatan Fungsional di lmgkungan Perangkat Daerah dﬂ&kukan Setelah-_-._i;._l St
mendapat penetapan atau persetujuan dari. Kementerlan ierkalt sesual_'-- e

ketentuan peraturan perundang—undangan

(2) Bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan Jabatan"_'“ :

Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional- maupun penghapusa;n b

dapat ditetapkan Koordinator Kelompok . Jabatan Fungsmnai dengaﬁf{
Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuen ketentuan peraturan* e R

perundang-undangan.

(3} Rincian tugas dan fungsi koordmam tugas tambahan ser ta pengeicla&ﬁﬁi_j' 3

kegiatan Koordinator Kelompok  Jabatan Fungsional sebagaimana = L
dimaksud pada ayat (2), diatur lebil langut dengan Keputusan Kepala_. ':f s . -

Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundazlgmndangan

20. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehmgga berbunyl sebaga1 ‘berlkut _. S

. Pasal 75

(1) Uraian jabatan untuk setiap jabatan di- 11ngkungan Badan d1tetapkan Smd

oleh Gubernur sesuai ketentuan peratura,n pemndang~undangan

(2} Gubernur melalui Perangkat Daerah yang. bertanggung 3awab dl b1 dang .:::.: i
organisasi memberikan asistensi dan: f a&ahtam ierhadap penataa;:ifis__

organisasi Badan sesuai keientuan peratm an perunda.ng undangau

(3) Kepala Badan wajb memberlkan dukungan c'ian k:erja sama dalam:} __f":_
kegiatan pembinaan dar pengendalian organ}.sam Badan Sesuaz.ﬁ_ﬁ_ T

ketentuan peraturan perundanw—undangan

HARSG PERANGEAT DABRAH
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(4) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, agar selurih 'Péjabét'.
Administrasi dan Pejabat Fungsional berpedoman pada ke‘tentua:m
peraturan perundang-undangan.

21. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 77

(1) Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Pera‘i:uraﬂ Gubemul
Nomor 64 Tahun 2019 teni:ang Kedudukan, Susunaﬁ Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi - . 0.
Kalimantan Barat (Berita: Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun -
2019 Nomor 65), masih tetap berlaku sepanjang tidak. berteniangan.
dengan Peraturan Gubernur ini dan belum. dztetapkannya peratul an -
pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur-ini.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di 11ngkungan Ba.da,n: :
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan ~Barat . tetap
melaksanakan tugas pada Badan Keuangan dan Aset" Dael ah" Provinsi -
Kalimantan Barat sepanjang belum ada penugasan yang banz dan -
pejabat pembina kepegawalan '

. Pasal I :
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal cimndangkan

Agar setiap orang mengetahumya memerintahkan - pengundangan_ s B
Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berlta Dam ah
Provinsi Kalimantan Barat . _

Ditetapkan di Pontianak S
pada tanggal & ®ei - | 2021 IR RN L
2GUBERNUR KALIMANTAN BARAT &-

/ 7
” :

@ SUTARMIDJI ..
Diundangkan di Pontianak - _ :

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

AL. LEYSANDRI o IR
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 '_'_NGMOR %T;
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